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PUTUSAN

Nomor 2614/Pdt.G/2024/PA.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara

gugatan Cerai Gugat antara:

xxxx,  umur  58  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Pegawai  Negeri  Sipil,

pendidikan S1,  tempat  kediaman di  Cibodas,  Kota

Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi

kuasa kepada  AHMAD EPENDI, S.H. dan AHMAD

SOPIAN, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum

pada Kantor Hukum “SANTHOSA LAW OFFICE”,

yang beralamat  di  Jalan  Al  Inayah Gang Kamboja

Pondok Miri  RT. 002 RW. 005 Desa Rawa Kalong,

Kecamatan  Gunung  Sindur,  Kabupaten  Bogor,

Provinsi  Jawa  Barat,  Alamat  email  terdaftar:

ahmadbjp1127@gmail.com  berdasarkan  Surat

Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2024, yang

telah  terdaftar  di  Kepanitaraan  Pengadilan  Agama

Tangerang, sebagai Penggugat;

melawan

xxxx,  umur  62 tahun,  agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja,  pendidikan

SLTA,  tempat  kediaman  di  Kelurahan  Cibodasari,

Kecamatan  Cibodas,  Kota  Tangerang,  Provinsi

Banten,  namun saat  ini  tidak  diketahui  lagi  alamat

dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di

wilayah  Republik  Indonesia  maupun  di  luar  negeri

(Ghoib), sebagai Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
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Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  28 November

2024 yang  terdaftar  secara  e-court  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Tangerang pada tanggal 29 November 2024 dengan register perkara Nomor

2614/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

yang  sah  menikah  pada  Jum’at  tanggal  31  Januari  1986  dicatat  di

hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)

Kecamatan  Grogol  Petamburan,  Kota  Jakarta  Barat,  Provinsi  DKI

Jakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 31 Januari

1986;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan

Tergugat  bertempat  tinggal  terakhir  di  Cibodas,  Kota  Tangerang,

Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat

telah bercampur (ba’da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 

3.1. xxxx,  perempuan,  lahir  di  Jakarta  pada  tanggal  24

November 1986;

3.2. xxxx,  perempuan,  lahir  di  Jakarta  pada  tanggal  20

Februari 1988;

4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar

kurang  lebih  pada  bulan  November  2017  kehidupan  rumah  tangga

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis  yang

disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

4.1. Tergugat  dalam  memberikan  nafkah  lahir  hanya

sekedarnya  saja,  tidak  mencukupi  kebutuhan  rumah  tangga,

sehingga Penggugat-lah yang lebih banyak memenuhi kebutuhan

sehari-hari;
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4.2. Tergugat  mempunyai  banyak  hutang  tanpa

sepengetahuan Penggugat;

4.3. Tergugat tidak jujur mengenai keuangan;

4.4. Tergugat sering dan hobi bermain judi onine: 

5. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 01 Januari

2021,  yang  mana Tergugat  meninggalkan  Penggugat  dari  kediaman

terakhir, tidak memberikan kabar sama sekali dan tidak kunjung pulang,

bahkan sampai saat ini pun Tergugat tidak diketahui alamatnya yang

jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);

6. Bahwa  Penggugat telah  berusaha  keras  mencari  Tergugat,

bahkan  menanyakan  kepada  keluarga  dan  teman-temannya,  namun

Penggugat  tetap  tidak  mengetahui  keberadaan  Tergugat  sampai

sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan

Surat  Keterangan  Nomor:  xxxx  ang  dikeluarkan  oleh  Sekretaris

Kelurahan  Cibodas  an.  Lurah  Cibodas  Kecamatan  Cibodas,  Kota

Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 18 November 2024;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Penggugat  untuk  mengajukan  gugatan  ini  sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan  Agama  Tangerang  kiranya  berkenan  menerima  dan

memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri  Sipil  (PNS) di

SD Negeri  Cibodas 4  Kota  Tangerang yang telah  mendapatkan izin

perceraian  sebagaimana  Keputusan  Walikota  Tangerang  Nomor:

xxx2024  tentang  pemberian  izin  perceraian  A.n  xxxx  SD  NIP  xxxx,

Panggkat  golongan III/d  (Penata  Tingkat  I)  jabatan Guru  SD Negeri

Cibodas 4 tertanggal 11 September 2024;

9. Bahwa  terhadap  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  agar

dibebankan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku;
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     Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan  Agama  Tangerang  Cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini  untuk  menjatuhkan putusan  yang amarnya  sebagai

berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  Talak  1  (satu)  Ba’in  Shugro  Tergugat  (xxxx)

kepada Penggugat (xxxx);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan

Penggugat  dengan  didampingi  kuasanya  telah  datang  menghadap  di

persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh

orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah

dipanggil  secara patut melalui  pengumuman Radio yang dibacakan dalam

persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu

tidak  disebabkan  suatu  halangan  yang  sah,  oleh  karenanya  persidangan

untuk  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  dengan  tanpa  hadirnya  pihak

Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalam

status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh

Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor: xxxx 2024 tentang Pemberian

Izin  Perceraian,  tanggal  11  September  2024,  yang  dikeluarkan  oleh  Pj.

Walikota Tangerang;

Bahwa  kuasa  hukum  Penggugat  telah  menyerahkan  surat  kuasa

khusus yang terdaftar di  kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, dan

kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal

advokat  serta  fotokopi  berita  acara  sumpah  yang  masing-masing  telah

dicocokkan dengan aslinya,  selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa
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hukum  Penggugat  diizinkan  beracara  dalam  perkara  ini  guna

mendampingi/mewakili kepentingan hukum  Penggugat dalam perkara ini; 

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat  tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat  dan  Penggugat  memperbaiki  gugatannya,  dan  dalil-dalil  yang

lainya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena  Tergugat  atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat  tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk atas  nama Penggugat  NIK xxxx,

yang  dikeluarkan  oleh  Disdukcapil  Kota  Tangerang,  bukti  surat

tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan  dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi

kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA

Grogol  Petamburan Kota Adm. Jakarta  Barat  Provinsi  Dki  Jakarta

tanggal  31 Januari  1986,  bukti  surat  tersebut  telah diperiksa oleh

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

telah  di-nazegelen,  kemudian diberi  kode  bukti  (P.2),  tanggal  dan

paraf Ketua Majelis; 

    3. Fotokopi  Surat  Keterangan  Nomor:  xxxx  yang  dikeluarkan  oleh

Sekretaris  Kelurahan  Cibodas  an.  Lurah  Cibodas  Kecamatan

Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 18 November

2024,  bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah  di-

nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua

Majelis;
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   4.   Fotokopi Keputusan Walikota Tangerang Nomor xxxx 2024 Tentang

Pemberian Izin Perceraian tanggal 11 September 2024, atas nama

Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah  di-

nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua

Majelis;

2. Bukti Saksi.

2.1 xxxx  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai xxxx Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa  dari  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat

telah      dikaruniai anak dua orang;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat  tidak  harmonis  sejak  November  2017  sampai

sekarang;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat  dan  Tergugat  karena  Tergugat  tidak  bertanggung

jawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat bnyak berhutang

tanpa setahu Penggugat, dan Tergugat suka main judi online;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah

sejak Januari 2021 sampai sekarang;

- Bahwa  Tergugat  tidak  diketahui  lagi  keberadaannnya,

dan  Penggugat  telah  berusaha  mencari  namun  tidak

diketemukan;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat  tetapi  tidak berhasil,  dan saksi  sudah tidak

sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2.2 xxxx,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai xxxx Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.2614/Pdt.G/2024/PA.Tng
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- Bahwa  dari  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat

telah      dikaruniai anak dua orang;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat  tidak  harmonis  sejak  November  2017  sampai

sekarang;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat  dan  Tergugat  karena  Tergugat  tidak  bertanggung

jawab  terhadap  nafkah  Penggugat,  dan  Tergugat  bnyak

berhutang tanpa setahu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah

sejak Januari 2021 sampai sekarang;

- Bahwa  Tergugat  tidak  diketahui  lagi  keberadaannnya,

dan  Penggugat  telah  berusaha  mencari  namun  tidak

diketemukan;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat  tetapi  tidak berhasil,  dan saksi  sudah tidak

sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

 Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  dan  tidak  pula  mengutus  wakil  atau  kuasanya  tanpa  alasan

sekalipun  kepadanya  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  dengan

demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus

dengan Verstek;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  telah

memperoleh  surat  izin  perceraian  dari  atasannya  sebagaimana  Surat

Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 876 tahun 2024 tentang Pemberian

Izin  Perceraian,  tanggal  11  September  2024,  yang  dikeluarkan  oleh  Pj.

Walikota  Tangerang,  hal  ini  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah

Nomor:  10  tahun  1983,  yang  telah  diperbaharui  dengan  Peraturan

Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan

materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang

masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian

kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban

umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat

telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat

diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat

dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung

R.I Nomor 6 Tahun 1994, Surat Ketua MARI No. 73/KMA/HK.01/2015,  dan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;  

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan

karena  menurut  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran

kedua  belah  pihak  yang  berperkara,  sedang  Tergugat   tidak  hadir  di

persidangan.  Namun demikian sesuai  ketentuan pasal  130 ayat  1  HIR jo

pasal  82 ayat  1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
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Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan telah diubah kembali  dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009,  Majelis  telah  berupaya  menasehati  Penggugat  agar  tetap

mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya

tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  dalil  pokok  gugatan  Penggugat

yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi

posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk

hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan alat bukti saksi

yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  surat  bukti  P.1,  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda

Penduduk atas nama Penggugat yang telah bermeterai  cukup serta telah

dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2

ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang

Bea  Meterai  jo.  Pasal  1  huruf  a  dan  f  dan  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 2000, yang telah diperbaharui dengan Undang-

Undang Nomor 10 tahun 2020, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan

sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  merupakan  tugas  dan  wewenang

Pengadilan Agama Tangerang, karena Penggugat dan Tergugat beragama

Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga

berdasarkan alat bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi

Pengadilan  Agama  Tangerang,  oleh  karenanya  gugatan  tersebut  dapat

diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo.

Pasal  73  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang
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No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 31 Januari 1986, yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Grogal  Petamburan,

Jakarta Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen

di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan

ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1

huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000,

yang  telah  diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2020,

maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya

dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  yang  diajukan  oleh

Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan

telah terikat perkawinan sejak tanggal tanggal 31 Januari 1986 yang dicatat

oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama (KUA) Kecamatan

Grogol Petambarun, Jakarta Barat;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.3  berupa  fotokopi  Surat  Keterangan,

Ghaib, alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a

dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai  jo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun  2000  yang  telah  diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor  10

tahun 2020, dan secara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan

dengan perkara  aquo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti

P.3 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  menerangkan  Tergugat  telah  tidak

diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengan

saksi-saksi di persidangan dan alat bukti P.3 oleh karena itu Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui lagi alamat dengan pasti

di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  (gaib)  maka  pemanggilan  kepada

Tergugat melalui siaran radio;
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Menimbang,  bahwa  bukti  P.4,  berupa  Surat  pemberian  izin

Perceraian, membuktikan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri  Sipil

telah memperoleh surat izin dari atasannya;

Menimbang,  bahwa Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,  dan  tidak

menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal

Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat

perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  meskipun  demikian,  oleh  karena  perkara

perkawinan  merupakan  perdata  khusus,  maka  Majelis  Hakim  tetap

memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang,  bahwa alat  bukti  saksi  yang  diajukan oleh  Penggugat

yaitu Roviana Rahmawati dan Neneng Kurniasaih, para saksi tersebut telah

memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara

satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan para  saksi  tersebut  di

atas  dihubungkan  dengan  dalil  gugatan  Penggugat  serta  ketidakhadiran

Tergugat  di  persidangan,  Majelis  menemukan fakta bahwa terbukti  antara

Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  pertengkaran  yang  terus  menerus

sejak  November  2017  sampai  sekarang  yang  disebabkan  Tergugat  tidak

bertanggung  jawab  terhadap  nafkah  Penggugat,  dan  Tergugat  banyak

berhutang  tanpa  setahu  Penggugat,  sehingga  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah pisah rumah sejak  Januari  2021,  dan sekarang Tergugat

sudah  tidak  diketahui  lagi  keberadaannya  di  wilayah  Negara  Republik

Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut

di  atas,  seharusnya  suatu  perkawinan  merupakan  suatu  pergaulan  hidup

antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara

teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  mewujudkan  kehidupan  rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
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Menimbang,  bahwa terbukti  antara  Penggugat  dan Tergugat  sering

terjadi  pertengkaran  yang  terus  menerus  sejak  November  2017  antara

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah sejak  Januari  2021  sampai

sekarang,  maka  Majelis  Hakim  menilai  rumah  tangga  mereka  telah

kehilangan  hakekat  dan  makna  dari  tujuan  perkawinan  tersebut,  dimana

ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat

lagi  rasa  sakinah (ketenangan) dan rasa  mawaddah (cinta)  serta  rahmah

(kasih sayang);

       Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta hukum  a quo  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  Penggugat  telah  berhasil  membuktikan  dalil

pokok  gugatannya  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  rumah  tangga  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  ada  harapan  untuk  dapat

dipertahankan  lagi  karena  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah

pecah (marriage breakdown),  sehingga tujuan pernikahan untuk membina

keluarga  sakinah,  mawaddah,  warohmah sebagaimana dimaksud Pasal  1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

telah tidak terwujud;

         Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan

rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin

yang  berkepanjangan  serta  akan  memunculkan  kemudharatan-

kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-

keluarga  mereka,  padahal  agama  Islam  mengajarkan  menghilangkan

kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan,

hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "Menolak kemadhorotan

harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan";

      Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan

berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal

19 huruf f  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975  jo.  Pasal  116 huruf f

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan

Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap

Penggugat;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  ternyata  Tergugat  telah

membangkang  terhadap  panggilan  Pengadilan,  sedangkan  gugatan

Penggugat  beralasan  dan  tidak  melawan  hukum  maka  sesuai  ketentuan

Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  antara  Penggugat  dan

Tergugat  belum pernah  bercerai,  oleh  karena  itu  talak  Tergugat  terhadap

Penggugat  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Agama  adalah  talak  yang

kesatu,  dan berdasarkan ketentuan Pasal  119 ayat  (2)  huruf  c  Kompilasi

Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka sesuai  dengan Pasal  89 ayat  (1)  Undang Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun

2006  juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009,  maka seluruh biaya

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  1  (satu)  ba'in  shughra  Tergugat  (xxxx)  terhadap

Penggugat (xxxx); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga  kini  dihitung  sejumlah  Rp880.000,00  (delapan  ratus  delapan

puluh ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Tangerang pada hari  Rabu tanggal  21 Mei 2025 Masehi bertepatan

dengan tanggal 22 Syawwal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai

Ketua Majelis,  Drs.  Muhyar,  S.H.,  M.H.,  M.Si.  dan Drs.  Suhardi, masing-
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

juga dalam sidang terbuka untuk  umum oleh Ketua Majelis  beserta  para

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mardiati, S.H. M.H. sebagai

Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh  Penggugat dan kuasanya tanpa

hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Drs. Suhardi

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Evi Triawianti

Panitera Pengganti,

Hj. Mardiati, S.H. M.H.

Perincian biaya :

 Pendaftaran : Rp 30.000,00

 Penggandaan : Rp 25.000,00

 Biaya ATK : Rp 75.000,00

 Panggilan : Rp700.000,00

 PNBP Panggilan : Rp 30.000,00

 Redaksi: Rp 10.000,00

 Meterai: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
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